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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

pelaksanaan program Sustainabel Development Goals (SDGs) Di Desa 

Oabikase melalui tiga indikator yaitu: 

1. Unsur pelaksanaan, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable 

Development Goals bertujuan mengatasi kemiskinan, kesehatan dan 

sanitasi, namun pelaksanaan yang ada di desa Oabikase kurang baik, 

masih terdapat kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan SDGs 

seperti keterbatasan SDM, pemerintah desa tidak transparan mengenai 

anggaran, tidak semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan 

berkelanjutan, program yang diturunkan tidak tepat sasaran dan ada 

program yang tidak diselesaikan. 

2. Adanya program yang dilaksanakan, pengadaan program yang ada di 

desa Oabikase cukup baik dengan pembangunan infrastruktur, pelatihan 

keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap layanan 

pendidikan dan kesehatan. Namun adanya ketidakpuasan dari 

masyarakat terhadap efektivitas program-program tersebut. 

3. Kelompok sasaran, suatu program yang di jalankan tentunya memiliki 

tujuan dan sasaran yang tepat. Pemilihan sasaran di desa Oabikase 

dinilai kurang baik karea pemerintah desa menggunakanan nepotisme 

dalam memilih sasaran sehingga masih terdapat beberapa masyarakat 
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yang memiliki rumah tidak layak huni dan fasilitas sanitasi seperti wc 

yang sudah rusak.  

5.2 Saran 

a. Pemerintah desa Oabikase perlu meningkatkan sumber daya manusia 

(SDM) dalam mengimplementasikan program SDGs di desa Oabikase dan 

membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga 

masyarakat dapat merasakan manfaat dari program yang 

diimplementasikan. Dan terbuka mengenai anggaran dan program yang 

dijalankan. 

b. Pemerintah desa Oabikase sebaiknya melihat kebutuhan masyarakat 

dengan merencanakan program dengan baik, mulai dari pembuatan tim 

pelaksana, sosialisai kesehatan, pengadaan fasilitas yang lengkap sehingga 

program yang diimplemntasikan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan 

kebutuhan desa dan masyarakat desa. 

c. Pemerintah desa Oabikase harusnya memiliki keterbukaan atau transparan 

dengan masyarakat dengan mengadakan musyawarah di tingkat dusun dan 

tingkat desa terkait anggaran yang diberikan serta program yang mau 

diimplemntasikan sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Dan tidak menggunakan nepotisme dalam memilih 

sasaran sehingga program yang diberikan tepat sasaran. 
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